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TENTANG

PRAUBAHAN  HEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSL DAEAAH TINGHAT I
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SECRETARIAT DEwan PERWAMILAN RAXYAT DAZIAH
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meniniau  kembald Organiseal dan Tatakerja
Sakretariat Wilayan/Dasrah  Tingkat 1 gan
Seurotariar Oewan Parwaiilan Raxyat Oaerah Proginsd
Daeran Tinpkat I Lemsung yang talah  diletapkan
dengan  Peratwran Gaerah Propings Dacrah Tingmat I
La=spuang Momor T Tabun 1982;

b, bahwa Peraluran Gaaran Propined Dasrah Tingwat I
Lamping Nanor T Vaken 1962, sudah tidak  dapat
[T ] Rugas aan I‘mgq.i- FPemer inlaham dan
pesbangunan yang seaakin berkesbang,  selanjuteya
berdasarkan surat  Meatert  OGalas  Negerd Hemar
051/2143/50 tanpgal 18 Juli 1938 Feribal  Perubahan
Pola Organisash Sekretariat Wilayah/Daerah Timghat 1
dasn  Sa¥reteriat Oowan Perwakilan Aakyat Daoercan
Fropina® Cocrah Tinphat I Lampung dart Pola sinimal
Plus senjadi FPola Maksimal, ©paka dipandang poriu
meruban kembeli Peraturan Dasrah Propins| Daarah
Tingkat [ Lsmpung Momor T Tahun 19%2 donganm  suaiu
Peraturan Dasrah,

Mengiagat 1. Undang-Undang Momor 14 Tahun 1964 tentang Pemben bukan
Dagrph Tingkat I Larpung (Lesbaran MNegara Republik
Indopssdies  Tahun 1084 Momor 95 Tassahan Lembaran
Megara Republik Indonssla Momor 2684 )



2. Undang-Undang. Nomar 5 Tahun 1374 tentang FoRkok—-PoXok
Pemerintahan di Daeranh { Lembaran MNegara Republik
Indonasia Tahun 1974 MNomer 33 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ).

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1892
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;

4. Xeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

L]

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993
tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau
Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu
pengesahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Neomor 97 Tahun 1993
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan
Wilayah.

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat ODaerah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung;

B. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
Nomar 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertiama
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
Nomor 7 Tahun 1892 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah TYingkat I dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung;

Dengan persetujuan Bewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinst
Paerah Tingkat I Lampung.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1882 TENTANG
CRGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DASRAH TINGKAT I LAMPUNG.



Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Dacrah Tingkat I Lampung
Nemor T Tahun 13852 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sskretariat ¥ilayah/Daerah Tingkat I dan Sckretariat
bewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingxat
I Lampung yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Megeri
dengan Keputusannya tanggal 28 Agustus 1§62 Nomor 77
Tahun 1982 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Ti;EEat I Lampung Nomor 11 Tahun 18§82
Seri : D Nomor 5 yang telan diubah untuk pertama kalinya
dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Lampung Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor
T Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayan/Dasrah Tingkat I dan Sexkretariat
Dewan Perwakilan Raxyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Lampung yang disankan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1992
tanggal 8 April 1993 dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 38 Tahun
1993 Seri D Nomor 35 diuban lagi sebagai berikut :

A. Pasal § ayat (i) diubah dan harus dibaca :
Pasal &

(1) Asisten Ketataprajaan (Asisten I)
terdiri dari :
a. Biro Tata Pemerintahan Umum;
b. Biro Bina Ctonomi Daerah;
c. Biro Pemerintahan Desa;
d. Biro Hukum.

8. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pasal 8
Asisten Ketataprajaan mempunyai tugas
melaksanakan ‘pembinaan atas penyelengggaraan
Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pemerintahan
Desa serta mengkoordinasikan perumusan peraturan

perundang - undangan;

C. Pasal 9 butir b, diubah dan harus dibaca

Pasal 9
b. Perumusan kebijakan, penyusunan program dan
petunjuk teknis serta pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Umum, QOtonomi Daerah dan

Pemerintahan Desa;



D. Paragraf 1 Pasal 10 diubah dan harus dibaca
Paragraf 1
BIRD TATA PEMERINTAHAN UMUM
Pasal 10

8iro Tata Pemerintanan Umum mempunyai tugas
menyiapkan pembinaan penyelenggaraan Tata
Pemerintahan, Perangikat Wilayah, kegiatan
administrasi kependudukan dan catatan sipil serta
Ketertiban,

E. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal
10 Biro Tata Pemerintahan Umum mempunyai fungsi
a. Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan Tata
Pemerintahan, Koordinasi Instansi Vertikal, serta
menyusun rencana program dan petunjuk teknis
pembinaan prasarana fisik pemerintahan dan
keagrariaan;
b. Menyiapkan bahan pembinaan perangkat wilayah:
c. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan dan
administrasi kependudukan dan catatan sipil;
d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
ketertiban.

n

Pasal 12 diubah dan harus dibaca :
Pasal 12

Biro Tata Pemerintahan Umum terdiri dari
a. Bagian Tata Praja;
b. Bagian Prangkat Wilayah;
©. Bagian Kependudukan;
d. Bagian Ketertiban.

o

Pasal 13 diubah dan harus dibaca :

Pasal 13

Bagian Tata Praja mempunyai tugas menyiapkan
bahan koordinasi, bahan pembinaan pemerintahan umum,
prasarana fisik dan keagrariaan, serta pengembangan
wilayah.



